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Abstrak

Secara khusus penelitian ini fokus kepada pendapatan. desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD),
yang mana pengelolaan ADD dalam pembar’rgunan desas, meliputi proses-proses seperti perencanaan
(planning), pelaksanaan (actuating) dan'bengawasan (controllmg)hBerdasarkan penelitian yang dilakukan
peneliti di Desa Sungai Ambal\gang Kuala untuk 30% dari total ADD *wcLah sesuai dengan ketetapan dan
Peraturan yang ada yang mané sebagian besar dana digunakan untuk memb|®a| tunjangan/intensif aparatur
desa dan BPD, kemudian ‘untuk yang 70%:dari total ADD!lebih di pnontaskan Untuk pembangunan fisik
atau infrastruktur ge&asepertl pembangunan jalan rabat beton maupun rehab kantor ¢ d@a Pendliti menilai
bahwa partisi pgﬂ fisik dari masyarakat desa baik dalam proses perencanaan maupun pel akﬁanaan kegiatan
yang bersumber dari ADD masih kurang., Sedangkan dalam pengawasan ADD yang diwuj tgkan dengan
penyerahan Laporan-Pertanggung Jawaban,(LPJ) dilihat dariysegi administras masih dlperlukan adanya
bi mblr_]gan atau pelatihan kompetensi lebih lanjut dari tim pengendall tingkat Kabupaten dan Kecqmatan
untukfaparatur pemerintah desa karena bel um Sepenuhnya sesuai dengan ketentuan termasuk keterlambatan
dalam penyerahan LPJ. ‘
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In specialy, This research focus on village ugrm«ﬁs*thar.'genved from Village Fund Allocation (ADD)
which Management of Village Fund Allocation in \hllage development include process such asiiDI anning,
Actuati ng”.and Controlling. Based on research wﬂ) conducted by researcher in Village ©of Sungai
Ambawang- Kuala for 30% from total of Village Fund_Allocafion are good according to provision and
existing regtilatlon which most of the funds used for finance allowance /-intensive villageyofficials and
BPD, then 70% from total of.Village Fund Allocation more priority for physical developrﬁent or village
infrastructure suph as construction of concrete roads rebates and renovation-of village office. Researcher
assessed that physical part|C|pat|0n from wvillagers.in .planning process. as well as Lﬁ1p|ementat|0n of
activities who soureed from Village'Fund Allocation (ADD) il less. Whereas in controlllng of Village
Fund Allocation (AQ_D) are redlized with handover of Responsibility Repor; (LPJY) in terms of
administration are still needed. guj_gance and further training competency, from C'Gntrolllng team at regency
and sub-district for village government offieials-because=ali~the Wway still not suitable with regulations
inclue tardy to handover of Responsibility Report.

Keywords : Management, Village Fund Allocation, Effective.
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A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Penelitian

Kabupaten Pontianak ini merupakan salah satu
dari beberapa kabupaten di Indonesia yang

Keberadaan desa secara yuridis diakui
daam  Undang-Undang  (UU) Nomor
32tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
dan Peraturan Pemerintah Nomor72 tahun 2005
tentang Desa. UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah  membuat
kebijakan tentang desa daam memberi
pelayanan, peningkatan peran serta
pemberdayaaan masyarakat desa yang gi.tuj'ukrz;n
bagi kesejahteraan masyar-ar‘lng-'"éélianj utnya,
sistem pengelolaan dana”™desa yang_dikelola
oleh pemerintah, desa termasuk didalamnya
mekanisme__,rf':‘ penghimpunan dan
pertanggu'r;gj awaban _merujﬁk pada UU "Nomor
33 "I",ah‘;n 2004 tentaﬁg Perimbangan Keua;ngan

s

responsif tehadap kebijakan ADD. KKR telah
mengalokasikan ADD sebagai analogi DAU
dari Pemerintah Pusat kepada daerah yang
dipraktikkan oleh pemerintah daerah kepada
desa melalui 10% dari dana Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan
harapan pembangunan semakin merata sampai

ke tingkat desa. Berdasarkan Peraturan Bupati

.':*'No_[rflor 11 Tahun 2011, kebijakan yang diambil

oleh Feiﬁerigtih KKR dalam mendistribusikan
ADD adalah deﬁgarl{a:&as merata dan adil. Asas
merata * ditempuh d‘engan mengal okasikan
bagian ADD sama bwarn);gf‘uptuk setiap desa,
ge'fanj utnya  disebut Alokasi ""-D_ana Desa
‘Minimum (ADDM). _Sedangkan ‘sas  ail

affara Pemesintah Pusat  dan Pémlerintah____r ) dit_e'r'hpuh dengan mengal okasikan ':bagian
Daerah. : " ' = ' Alokas Dana Desa Proposicd (ADDP)

h;‘iAturan tersebut  menjelaskan bahwa T berdasarkan variabel kemiskinan, peﬂdidikan
penl‘?ianaan pembangunan yang dilakukan oleh & dasar, kesehatan, keterjangkauan, ,;‘ jumlah

pem’er{intah daerah termasuk  didalamfya HL'JH W penduduk, luas  wilayah, | potens
pemefintah desa menganut prinsip  mone ‘,‘: " ekonomi jumiah dusun, dan jun?rlféh aparat
-" Ft— ;

" e, N
followsjfunction yang berarti bahwa pendanaan” "= pemerintah desa.

mengikL-x'ﬁF fungs pemerintahan yang menjadi & Berdasarkan data yang ada,f tahun 2011

kewajiban L-;'jan tanggung jawab masing-masing
tingkat pé‘r{]eri ntahan.  Konsekuensi dari
pernyataan  tésebut  adalah * desentralisasi
kewenangan ‘.i’iarus disertai dengan
desentralisasi fiskal: ~Realisasi_pelaksanaan

desentralisasi fiskal didaerah mengakibaikan

adanya dana perimbangan keuangan antara
kabupaten dan desa yang lebih dikenal dengan
sebutan Alokasi Dana Desa (ADD).

Kabupaten Kubu Raya (KKR) yang

termasuk kabupaten baru hasil pemekaran dari
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KKR mencairkan ADD yang dl{etapkan dalam
2 , ' |
APBD KKR_sebesar Rp. 14.200.000.000,00

. untuk dibagi kepada 106,desa di 9 kecamatan

dalam komposisi progd%ional tiap desa yang
terdiri_dari ADDM"dan ADDP. Desa Sungai

'Ambawang Kuala yang merupakan lokasi

untuk penelitian ini adalah salah satu desa dari
106 desa yang ada di KKR yang juga menjadi
sasaran pengal okasian dana langsung dari 10%
APBD KKR vyang disebut dengan ADD.
Keseluruhan besaran ADD yang diterima oleh
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Desa Sungai Ambawang Kuala dari 10% dana
APBD KKR Tahun 2011  sebesar
Rp. 149.900.000,00. Selanjutnya, dari total
ADD yang didapat desa kemudian dibagi lagi
berdasarkan asas merata yang disebut sebagai
ADD Minimum yang ditentukan sebesar 70%
dari total ADD keseluruhan  sebesar
Rp.80.377.358,49 dan asas adil yang disebut
ADD Proporsional dialokasikan sebesar 30%
total ADD keseluruhan sebesar Rp.
69.549.212,78.

Berdasarkan informas dari narasumber

dari

dan pre survey yang telah cj_ljakulfan oleh

dalam pengelglaaﬁ-'-ADD di Desa
_."- a

Ambawang Kecamatan Sungai

pendliti,
Sungai
Ambawang K;K"R masih ‘ditemukan beberapa
permasalahan Salah ‘satunya adalah besaran
danafADD yang diterima oleh desa maupun
Ie‘r‘nbaga mereka selama ini mash dirasa

kurang  mencukupi.

tersebut ;yang berdampak pada kegiatan-
kfigiatan yang telah disusun dalam proses |
petencanaan ADD seperti rencana kegiatan |

desa yang sudah dijadikan program

tahui:le sebagai contoh infrastruktur desa yahg

belumjterlaksana dengan baik. Hal tersebut
bisa &ja disebabkan
pergeserah_dana yang sudah dianggarkan-dari

karena adanya

suatu kegidtan untuk kegiatan lain yang 1

dananya diras'akan masih kurang. Sehingga
pemerintah desa wmerasa kesulitan - untuk
menutupi kekurangan dana ter SeHt—

Permasalahan dalam pengelolaan ADD
di Desa Sungai Ambawang Kuala ditemukan
juga pada kemampuan pengelola ADD baik
dari unsur pemerintah desa maupun lembaga
kemasyarakatan di desa dalam perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan yang
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Keterbatasan i dana™

L r

|éVebyang lebih bawah yaitu RT/RW selaku

~darj

belum bak. Diantaranya adalah dimana
Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan
(Musrenbang) yang merupakan salah satu
aternatif ~ dalam

perencanaan secara

sistem
yang
berkesinambungan, efektif dan efisien, dalam

menghasilkan
partisipatif
pelaksanaannya seringkali masih  perlu
diantisipasi dimana yang ditemukan di
musrenbang tingkat desa yaitu perencanaan
yang merupakan hasil musyawarah aparat
desa, tanpa melalui musyawarah desa yang

semestinya diawali dengan musyawarah di

wakil dari hasyarakat atau dengan melibatkan
kompenen mas&éf‘akgt langsung. Sedangkan
dalam’ Peraturan Bupgﬁ'ul}lo.ll tahun 2011

tentang ADD: sudah dijelaskérn bahwa rencana
penggunaan bantuan ADD di md%?qyarahkan

dengan Badan Permusyawaratan Desé\'-:(BPD),

_F;erangkat Desa, pengurds LPMD, panurus
TP PKK Desa, Ketua “RW, Ketua RT dan

masyarakat. : |
Permasal ahan-permasalahan yaﬁg terjadi
di lapangan seringkali tidak seide'ilal dengan
apa yang tertera dalam berbag"ai macam
peraturan yang ada. Persoalanf'yang cukup
mendasar adalah belum terci Qt%lnya kesiapan
berbagai pihak bqﬁ< dari
masyarakat  dan pemﬁrl fintahan desanya

unsur

maupun  dari aparat aparat yang ada di

atasnya. Indika_gr_,pérmasalahan lain yang

w—ditemKan di Desa Sungai Ambawang Kuala

yaitu terkait penyelesaian administrasi
yang belum tertib.

Permasalahan tersebut dicerminkan dengan

kegiatan juga

terjadinya keterlambatan dalam penyerahan
Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tentang
ADD yang berdampak pada keterlambatan
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untuk pencairan dana pada tahap maupun

tahun berikutnya.

2.  Rumusan Permasalahan

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka
rumusan masalah  penelitiannya  adalah
Bagaimana Pengelolaan ADD yang meliputi
proses  perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan tahun anggaran 2011 di Desa
Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai

Ambawang KKR ?

ar

Adapun yang menjadl twﬂ'aﬂ'}ga’n pene||t|an

ini yaitu: _"f’

a Untuk n}e‘ngjlgay proses perencanaan dalam
Pengel“f)laan ADD 'di Desa -Sungal
@ehbawang Ktala Kecamatan Sungal

-F’ Ambawang KKR. ! [

Q Untuk mengkaji proses pelaksanaan dalam™""

| Pengelolaan ADD di Desa Sunga
Ambawang Kuala Kecamatan Suhgai

I.Ambawang KKR. 1 1!

c¢. 'Untuk mengkaji proses pengawasan dal
F’x@gelolaan ADD di Desa Suni
Arﬁbawang Kuadla Kecamatan Sungai
Amfﬁ@mang KKR.

Manfaat Penelitian

a Manfaat Teoritis
Karya inil'adiharapkan 'dapat memberi
kontribusi untuk |Imu pengetahuan

khususnya ilmu pemermtéhem‘dm bahan_

pengkajian yang terkait dengan penguatan
kelembagaan Pemerintahan Desa dalam
pengelolaan aokasi dana desa di era
otonomi desa.

b. Manfaat Praktis
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Karya ini dapat dijadikan saran yang
konstruktif — bagi  Pemerintah KKR
khususnya Pemerintah Desa Sungai
Ambawang Kuala dalam Pengelolaan
ADD serta untuk melakukan evaluasi kerja
dalam Pengelolaan ADD sesuai dengan
ketentuan yang mendasarinya, khususnya
bagi yang terlibat dalam penyusunan

Anggaran di masa mendatang.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI
e ™ KerangkaTeorl

a Konsep Pengelolaan
Padz;'DPqupnya Pengelolaan mempunyai
arti-sama denééﬁmanajemen, karena antara
manajemen .. dan Eb'ngplolaan memiliki
Jtujuan yang. sama yaitu teh:qpamya tujuan
‘ organisas lembaga. Wardoyo ..!(.1980 41)
yang memberikan definisi pen@elolaan
_-".adalah suatu rangkai'an kegiatari" yang
berintikan perencanaan, pengorgaq’i%sian,
pengerakan  dan  perigawasan | dalam

mencapai tujuan yangs~telah ditetapkan

j sebelumnya. J
L T
* b. Teori Mangjemen J

George R. Terry (dalam Brahtas 2009:7)
menyebutkan bahwa mangemen adalah
——ysaha-usaha ._unuk mencz}6a| tujuan yang
telah _ ditetapkan Iebijr" dahulu  dengan
mempergunakan kegi:_afan orang lain.

1) Perencarlaa__rl,f

= [l enurut pendapat George R. Terry

(dalam Brantas,2009:56) Perencanaan
adalah memilih dan menghubungkan
fakta dan membuat serta menggunakan
asumsi-asumsi  mengenai masa yang
akan datang dengan jalan

menggambarkan  dan  merumuskan
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kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk
mencapal hasil yang diinginkan.
Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu
Raya No.11 Tahun 2011 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Kubu Raya
No.45 Tahun 2010 tentang ADD, adapun
tahap perencanaan dalam pengelolaan
ADD vyaitu:
a. Kepala Desa mengadakan sosialisasi
pelaksanaan ADD dan membentuk
Tim Pelaksana ADD yang ditetapkan

dengan Keputusan Kepaa I[‘)m"”"*-,

sesuai ketentuan yang leak’ff

b. Kepaa D&afBPf)TVLPM, Tokoh
Masyarakat™ dan
Pelzgk%h‘a ADD'.membuat rencana
penggunaan ADD dan dltuangkan

dengan™ & Tim

,.-“" dalam .Daftar Usulan Rencana Kerja

’

*
\
A
\
\
|
%

(DURK) ADD untuk * kegiatan

penyelenggaraan pemerintahé'n dan™

pemberdayaan  masyarakat

deﬁ:

sasaran dan skala prioritas yang i

dibutuhkan masyarakat desa; i
c. Kepala Desa bersama LPM dan Tf

"'-1 Pelaksana ADD membuat rendana,

Gabrydl
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-3 detail penggunaan ADD dan
'thituangkan dalam Daftar Usulan
K@rja (DURK) ADD untuk kegratan
pen‘yelenggaraan pemermtahan dan
pembendayaan masyarakat yang
mmcakl;pm rencana biaya, baham
material,
sasaran,  sesuai
berlaku;

d. Kepala Desa menetapkan rencana

ketentuan yang

kegiatan yang telah disusun dalam
DURK ADD, dan mengirimkan ke

Tim Pengendai ADD Tingkat

a0.P.M Simarmata

EF M 'Ig

tena-g_a- ~ darkelompok....

—=

l| .5

" -

rf

we——=gefigan keputusan Bupati

" ADD

Kecamatan untuk diteruskan ke
Kabupaten.

2) Pelaksanaan

Menurut pendapat George R. Terry
(dalam Brantas,2009:95) definisi
pelaksanaan adalah membuat semua
anggota kelompok agar mau bekerja sama
dan bekerja secara ikhlas serta bergairah
untuk mencapai sesuai dengan
perencanaan dan usaha pengorganisasian.
Dari

pengertian di atas, pelaksanaan

(actuating) tidak lain merupakan upaya

L"unty‘k menjadikan perencanaan menjadi

kenyatém,, dengan melalui  berbaga
pengarahan Eéfriag_emotivasian agar setiap
karyawan _dapat ;ﬁéralgwnakan kegiatan
secara optimal sesuai dgﬁ'gap peran, tugas
dan tanggung jawabnya. Il‘*s,“

Dalam rangka mendukung pengelolaan
dibentuk

perlu organisasj
pengelolaan ADD diberbagai tingkatan
untuk  melakukan ~“pembinaan  dan

perumusan sistem mekanisme JADD di
tingkat Kabupaten, tim pengenﬂali teknis
di tingkat Kecamatan dan tim ;;elakgana di
tingkat Desa. Dalam perélitian yang
dilakukan di
adapun yaﬂé menjadi
pembina ADD ngk@! Kabupaten terdiri
dari ‘pejabat d|||ngkup Pemerintah KKR
yang susunan, r"anggotanya ditetapkan

Desa Sungai ambawang

Kuala ini; tim

Kubu Raya.
Sedangkan untuk tim pengendali teknis di
tingkat Kecamatan yang berperan untuk
Desa Sunga Ambawang Kuala adalah
terdiri dari para pegabat di Kecamatan
Sungai yang

Ambawang susunan
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keanggotaanya ditetapkan dengan
keputusan Bupati Kubu Raya.
3) Pengawasan
Sedangkan menurut George R. Terry
(dalam Brantas, 2009:189) :

“Pengawasan dapat didefinisikan sebagai
proses penentuan, apa yang harus
dicapai yaitu standar, apa yang sedang
dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai
pelaksanaan  dan  apabila  perlu
melakukan perbaikan-perbaikan,
sehingga pelaksanaan sesuai dengan
rencana yaitu selaras dengan standar.
Jadi, Pengawasan juga  dapat

dismpulkan sebagai tindakan utpuke"

membandingkan antara rencaga*d“engan
aktualnya.” o

George F{,r'Térr:y (dalam_ Hasibuan
2005:24%}.'fﬁe;netapkan adar3 (tiga) tujuan
pengawasan yaitu':

-1 Supaya proses pelaksanaan dllakukan
,*" sesual ‘fengan ketentuan- k_etentuan

dari_rencana.

| v "
| 2 Meakukan tindakan  perbaikan 5
! (corrective), jika terdapat i

|
‘-1. penyi mpangan-penyi mpangan
1 (devias). I
-3 Supaya tujuan yang dihasilkan sesliai,

-, dengan rencananya.

L]
c. Konsep'Otonomi Desa Dan Implikasinya

terhadap AJ_okas DanaDesa

Sejak é(-janya otonomi 'deﬁé,. setiap 1

pendekatan pembangunan mulai diarahkan

dari pendekatan ;ang‘_selama ini bersifat top-

down menjadi pembangunan” yahg=bersifat....

bottom-up. Sehingga setiap desa memiliki hak
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahannya dan termasuk salah satu
haknya untuk mengelola kekayaan desa dan
sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah.

Hak desa untuk mengatur keuangannya
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:." HJ'|H i.;_’

masing-masing ini kembali didukung oleh
peraturan menteri dalam negeri nomor 37
tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan
keuangan desa. Salah satunya adalah ADD
yang termasuk dalam pendapatan desa yang
sah yang bersumber dari dana keuangan pusat
dan daerah yang diterima  oleh
Kabupaten/K ota untuk desa minimal 10% dan
bertujuan untuk meningkatkan pembangunan
perdesaan, menanggulangi kemiskinan dan
mengurangi kesenjangan, juga sebagali salah

satu upaya untuk meningkatkan partisipas

Lﬁ?&syar_akat untuk mengelola dan mengontrol

keuangaﬁ‘%ngqada untuk dapat diterjemahkan
dalam: bentuk pefbangunan desa. ADD ini

juga ‘merupakan aléf"-epemerintah untuk

menlngkatkan partisipasi masyarakat di era
pembangunan bottem-up melalul metode
pengelolaan dan pengontrolan keuangan untuk
pembangunan desa. !
Pelaksanaan otonomi_ desa $Fjatinya
merupakan upaya mengembalikan funhgsi dan
peran desa sebagai suatu komuni‘tas yang
dinamis dalam arti peran masya[!'é\kat desa
sebagai perencana, pelaksana da\ﬁ” pengawas
pembangunan masyarakatn)aé sendiri
dikembalikan. Tata nilai yangSejalan dengan

~tej uan-tuj uan .pembangunan ;*i/ang selama ini

terdbaikan  bahkan ruggk oleh adanya
kebijakan penyeragam:én, dicoba untuk
dihidupkan ken_1_b’a1,i-.?’=HaI ini dengan maksud

stttk hengefektifkan pencapaian  tujuan

pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat.

Implementasi  otonomi bagi desa akan
menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk
mengurus, mengatur dan menyelenggarakan
rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah
pula beban tanggung jawab dan kewajiban

6



Governance, Jurnal S1 Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013
http://jurmafis.untan.ac.id ; http://jurnalmhsfisi puntan.co.nr

namun demikian penyelenggaraan
tersebut tetap
dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban
yang dimaksud adalah

pertanggungjawaban pengelolaan

desa,
pemerintahan harus
diantaranya

dalam

anggaran desa.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah
deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif
merupakan  pendlitian  yang

memberikan interprestasi secara mendalan

mencoba

terhadap temuan-temuan .« f'fa?iangan
berdasarken  faktafokia™” sosal  yang
sebenarnya. - e

Dalam Qaﬁél}tian iniy. peneliti memilih

metode penelltlan deskriptif. Sebuah metode
yang-‘*efektlf untuk® tujuan mendeskrlpskan
atéu menggambarkan fenomena-fenomena
yang adasselama pengelolaan ADD.-_ yang™
ﬂ__neliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan -.

pfﬁngawasan Peneliti

o

tidak melakikan |

_."Tahun Anggaran ;2011 di

mbnlpulas dalam penélitian ini, akan tetapl mlm L
sen’i_ua kegiatan, keadaan, kejadian, aspl.df :P;I_'I' i]:':

1 1
komponen atau variabel berjalan apa adayai™ty, 'l | A

Per]rehtlan mengenai Pengelolaan ADD ini
dilaksarigken i
Kuaa Kéqgmatan Sungai Ambawang KKR.
Adapun yaflag menjadi
adalah yang aia_nggap mempunyan informasi

Desa Sungai: Ambawang

yang dibutuhkaFr-..g_i J wilayah pendlitian.

Informan yang dipilih j_ug:z_f'fnmrmn yang....

terlibat langsung serta memahami, berperan

dan dapat memberikan informasi tentang

Pengelolaan  ADD. Menurut  penulis,
infforman dalam penelitian ini adalah
Pemerintah  Kecamatan sebagai Tim

Pengendali yang diwakili oleh Kepala Seksi
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subjek penelitian 1

Pemerintahan, Pemerintah Desa sebagai Tim
Pelaksana Desa yang diwakili oleh Kepaa
Desa; Kepala Seksi Pemerintahan yang juga
Bendahara Desa;
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
(LPMD) selaku Tim Pelaksana Kegiatan yang
diwakili oleh Ketua LPMD; Ketua Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), 2 (dua) orang
Ketua RT yaitu RT.011 dan RT.015, Ketua
Program Kesegjahteraan Keluarga (PKK) serta

merangkap  sebagai

2 (dua) orang masyarakat yang ikut berperan

__dalam menggunakan ADD. Pada pendlitian ini
pefelit_

tidak melibatkan sekretaris desa
dengan r;\l‘ééan_pahwa sekretaris desa di Desa
Sungai  Ambawaniy, sedang tidek dalam
keadaan, sehat. Y ang r;"e'nj,qdi objek penelitian
ini. adalah Pengelolaan Algkeg Dana Desa
Ijész% Sungai
Kecamatan %Sungai

Ambawang Kuala

A mbawang KKR. ; !

Adapun intrumen sebagai alat bantu yang
ini| adalah

pedoman observasi, pedeman wa*wancara,

digunakan dalam penelitian

dokumen-dokumen, alat perekam ."sluara, dan
kamera. Kemudian kegiatan pﬁ;gumpulan
data dalam penelitian ini dilakﬁ'kan melal ui
Teknik Observasi, Teknik V\,/,&;Nancara, dan

=Studi Dokumen. .,Jr

Sefajuinya dalam afdis's data dalam

pendlitian “ini juga __rﬁenggunakan teknik

analisis dengan‘t_gbaﬂ" reduksi data, penyajian

ww—data;“0an penarikan kesimpulan/verifikasi.

Adapun
keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti

teknik triangulasi. Teknik
yang dalam

adalah triangulasi sumber.

untuk melakukan pemeriksaan

menggunakan
triangulasi diaplikasikan
pendlitian ini

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji

7
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kredibilitas data yang dilakukan dengan cara
mengecek data yang telah diperoleh dari
beberapa informan, kemudian data tersebut di
cek kembali kepada informan yang lain.
Teknik keabsahan data yang selanjutnya
digunakan adalah saturas data, dimana
dilakukan proses pengumpulan data kembali
sampal adanya suatu ketetapan yang
menunjukkan tidak berubahnya informasi dan

data yang dikumpulkan.

C. HASIL PENELITIAN
PEMBAHASAN ="
1. Berdasarkan ha_g‘rl,_.-f"" andiss  dan

pembahasan pada fokus penelitiansyang
peneliti tgrﬁ'l'jl;an maka dapat disimpulkan
bahwa Pengelolaan ADD di Desa: .Sungal
Ambawang Ktala Kecamatan Sungal
i Ambawang Kabupaten Kubu Raya yang

DAN""",

-|| berpedeman padateori G.R Terry ter_hadap :

5! proses'manajemen adalah sebagai berikut:
h a. Secara keseluruhan mekanisme dalam
‘-H perencanaan ADD di Desa Sungaé

% Ambawang Kuaa sudah terlak

—=

'.f

.dengan baik berdasarkan Peratur.ﬁn I

Hﬁupatl Kubu Raya Nomor 11 Tahun
5011 tentang Alokasi Dana Desa
Haﬂqyasa;adalam perencanaar) tersebut
peméthtah desa d|anggap mengarah
pada pendekatan perencanaan dariratas
ke bawah' LAl opdown Planning). Hal
tersebut
musrenbangdes untuk DURK ADD
tahun 2011 khususnya ketua RT yang
juga merupakan wakil dari masyarakat
belum
Tidak sepenuhnya ingin menyalahkan

berpartisipasi  didalamnya.

pemerintah desa, peneliti juga menilai
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dlkarenakan “pada-—saat....

%

o

I

W

K elerl ambatan.

bahwa masyarakat desa masih belum
aktif dalam

kegiatan musrenbangdes.

untuk  berpartisipas

b. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan

atau program yang terdapat dalam
DURK yang bersumber dari ADD di
Desa Sunga Ambawang secara
keseluruhan mekanisme penggunaan
ADD sudah sesuai dengan Peraturan
Bupati Kubu Raya Nomor 11 Tahun
2011 tentang ADD. Pertama, merujuk
pada hasil penelitian yang dilakukan
.peneliti dimana pelaksanaan ADD

untﬁkﬂ, biaya administras  dan
- operasi ona[”penunjang pemerintah desa
juga BPD di D&ea:@ungal Ambawang
Kuala telah berjala“ﬁ"* sesuai  dengan
ketetapan dan peratura.ni"ylang ada.
Kedua, pelaksanaan ADD tahtin 2011
untuk pemberdayéan ma.warakg\t lebih
diprioritaskan unt‘uk pembﬁnngunan
fisk. Pembangunan fisk yang
dimaksud adalah Kegiatan seperti
pembangunan jalan rabat bilaton yang
dilaksanakan di beberang RT dan
penelitian,

| .
terlaksana  sesuai

berdasarkan

tersebut  telah
perencanaan namun rpéngalami sedikit
kendda yang sllissbabkan  olen
terbatasnya ¢ dana sehingga

kegiatan

penyeleml__'_gp-r"" kegiatan  mengalami
r Untuk  partisipas
masyarakat dalam proses pelaksanaan
kegiatan yang bersumber dari ADD
lebih diwujudkan dengan pemungutan
swadaya

masyarakat. Adapun

partisipasi aktif berupa tenaga, ide dan
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potensi yang dimiliki masyarakat lebih
ditunjukkan dalam kegiatan PKK.

c. Daam pengawasan ADD vyang
diterapkan dalam bentuk LPJ di Desa
Sungai Ambawang Kuaa dinilai

belum optima. Ha ini

dikarenakan adanya keterlambatan
daam  penyerahan LPJ ADD.

Keterlambatan LPJ tersebut juga

disebabkan

perkembangan ADD secara rutin dari

penedliti

karena laporan

tingkat bawah yaitu pelaksana thgms"'

(dusun)  belum dilaksanakah seperti
penyerahan kwi}gnsﬁﬁgt-a belanja dan
kurang _stertibnya pengelol aan
admigisi?ési ADD .oleh aparatur desa
rsehmgga masih diperlukan blmbmgan
A dan pelatihan dari tingkat atas untuk

#

& aparatur “desa  khususnya, dalam

menyusun LPJ.

|
|
2, Ketetbatasan Stud

‘n_' Dari penelitian yang telah d|Iaksanaka|é
‘Oleh  pendliti,
keterbatasan dalam pendlitian ini adal

adapun yang menj

ketgrbatasan infformas  yang didapat l-!

L]
penditi dalam melakukan: wawancara

dengah,h beberapa informan. Informan

~apa  yang
menjadi masglah dalam pengelolaan ADD
di desanya Saﬂngqa untuk mendapatkan
informasi yang lebih akurat, Penetiti-haius....

bekerja ekstra dengan mencari informan

terkeﬁan b menutup nutupl

yang bisa dikatakan sebagai informan

kunci (key-informan). Adapun
keterbatasan lain yang dihadapi peneliti
yaitu dalam membuat jadwal wawancara

dengan beberapa informan yang jam
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